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ABSTRACT 

Protected Paddy Fields (Lahan Sawah Dilindungi/LSD) are an instrument 

for controlling the conversion of paddy fields to support food security. However, 

discrepancies between the LSD Map and the actual paddy field use are still found 

in Mungkid and Mertoyudan Districts, Magelang Regency. This study aims to 

analyze the spatial pattern of discrepancies between the LSD Map and actual paddy 

field use, examine the influence of discrepancies between the LSD Map and the 

Regional Spatial Plan (RTRW), population density, accessibility, and the 

percentage of settlement area on discrepancies between the LSD Map and actual 

paddy field use, and establish priority zoning for paddy field protection based on 

food carrying capacity analysis. This research employed a quantitative approach 

using overlay analysis, Nearest Neighbour Analysis (NNA), multiple linear 

regression, and production-based food carrying capacity analysis. The results 

indicate that discrepancies between the LSD Map and actual paddy field use were 

found throughout the study area but statistically exhibited a clustered spatial 

pattern. Partially, discrepancies between the LSD Map and the RTRW (p = 0.034) 

and population density (p = 0.004) significantly affected discrepancies between the 

LSD Map and actual paddy field use, whereas accessibility (p = 0.381) and the 

percentage of settlement area (p = 0.069) had no significant effect. Simultaneously, 

the four independent variables significantly influenced the dependent variable with 

a coefficient of determination (R²) of 0,545. Food carrying capacity analysis 

showed that the study area remained in a food surplus condition, resulting in a 

paddy field protection priority zoning consisting of 11 villages/urban villages with 

high protection priority, 15 with medium protection priority, and 3 with low 

protection priority. These findings indicate that synchronizing paddy field 

protection policies with spatial planning, along with controlling regional 

development, is essential for improving the effectiveness of Protected Paddy Field 

conservation. 

Keywords: Protected Paddy Fields, LSD Map discrepancies, multiple linear 

regression, food carrying capacity, paddy field protection priority zoning. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ketahanan pangan, khususnya pada aspek ketersediaan, dipahami sangat 

bergantung pada sisi pasokan yang mencakup produksi, ketersediaan stok, dan 

perdagangan neto. Lahan sawah dipandang sebagai basis produksi utama 

pangan, terutama beras, sehingga keberlanjutannya penting dipertahankan untuk 

menjaga ketersediaan beras sebagai pangan pokok (Mulyani dkk., 2022). 

Kondisi ini tercermin dalam Statistik Konsumsi Pangan 2024 yang disusun oleh 

Pusdatin Kementerian Pertanian, di mana konsumsi beras tercatat sekitar 79,077 

kg/kapita/tahun, sementara konsumsi total bahan pangan yang mengandung 

beras mencapai sekitar 92,146 kg/kapita/tahun. Angka tersebut menegaskan 

bahwa perlindungan lahan sawah tetap penting untuk menjaga basis ketersediaan 

pangan. Karena sawah menjadi basis produksi, instrumen perlindungan sawah 

perlu akurat secara spasial agar pengendalian alih fungsi berjalan efektif. Peta 

perlindungan seperti Lahan Sawah Dilindungi (LSD) memiliki peran penting 

karena menjadi acuan utama dalam pengendalian alih fungsi lahan dan 

penetapan kebijakan penataan ruang.  

Keberlanjutan basis produksi tersebut menghadapi tantangan ketika lahan 

sawah mengalami alih fungsi yang mengurangi kapasitas produksi pangan. 

Perlindungan lahan sawah menjadi semakin mendesak jika dilihat pada skala 

nasional, mengingat alih fungsi lahan masih terus berlangsung. Rilis resmi 

Sekretariat Kabinet mencatat bahwa sepanjang 2019-2024 Indonesia kehilangan 

sekitar 554 ribu hektare lahan sawah yang berubah menjadi kawasan 

permukiman dan industri (Humas Setkab, 2026). Fakta ini menunjukkan bahwa 

basis produksi pangan menghadapi tekanan yang nyata dan berkelanjutan. Oleh 

karena itu, ketepatan spasial Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menjadi aspek 

penting dalam mendukung efektivitas perlindungan lahan sawah karena peta 

tersebut digunakan sebagai dasar pengendalian alih fungsi lahan agar tujuan 

menjaga ketersediaan pangan dapat tercapai secara berkelanjutan. 
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Tekanan terhadap perubahan penggunaan lahan sawah umumnya muncul 

seiring meningkatnya kebutuhan ruang akibat dinamika kependudukan dan 

perkembangan wilayah. Temuan Prabowo dkk. (2020) menunjukkan bahwa 

pertumbuhan penduduk mendorong peningkatan kebutuhan permukiman yang 

berpotensi memicu konversi lahan pertanian. Hasil ini sejalan dengan kajian 

Ramadhan & Murti (2024) yang menunjukkan adanya keterkaitan antara 

urbanisasi, pertumbuhan lahan terbangun, dan penyusutan luas sawah di wilayah 

yang berkembang cepat. Dalam kerangka kebijakan, perlindungan lahan pangan 

juga ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang menempatkan lahan 

pertanian sebagai sumber daya yang harus dijaga keberlanjutannya. Sejalan 

dengan itu, pemerintah tidak hanya menetapkan target perlindungan lahan 

pangan, tetapi juga memperkuat instrumen spasial agar pengendalian alih fungsi 

dapat berjalan lebih efektif di tingkat tapak. 

Penguatan perlindungan sawah tercermin dalam arah kebijakan 

pembangunan nasional melalui penetapan target luasan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan (LP2B). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 

menetapkan bahwa paling sedikit 87% Lahan Baku Sawah (LBS) harus 

ditetapkan sebagai LP2B guna menjaga ketahanan pangan hingga tahun 2029. 

Ketentuan ini diperkuat oleh rilis Sekretariat Kabinet yang menyebutkan 

langkah sementara berupa penetapan seluruh Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada daerah yang belum 

mencantumkan atau belum mencapai proporsi 87% dalam RTRW. Bagi daerah 

yang telah menetapkan LP2B tetapi belum memenuhi ambang tersebut, 

pemerintah mendorong percepatan revisi RTRW dalam jangka waktu enam 

bulan (Humas Setkab, 2026). 

Sebagai respons terhadap pengendalian alih fungsi lahan sawah, 

pemerintah menetapkan LSD sebagai instrumen perlindungan sawah berbasis 

peta. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi 

Lahan Sawah menetapkan Peta LSD sebagai dasar pengendalian alih fungsi 
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lahan sawah dan penyusunan tata ruang wilayah. Ketentuan tersebut kemudian 

diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2024, yang mengatur mekanisme 

rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD sekaligus mewajibkan 

pemutakhiran Peta LSD paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Oleh karena 

itu, kesesuaian Peta LSD dengan kondisi penggunaan sawah aktual menjadi 

aspek penting dalam menjaga efektivitas pengendalian alih fungsi lahan sawah. 

Pada Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Mertoyudan, lahan sawah telah 

termasuk dalam cakupan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Kabupaten Magelang 

yang ditetapkan melalui peta tematik nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri 

ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021, luas Lahan Baku Sawah 

Kabupaten Magelang tercatat sebesar 28.690,96 ha, sedangkan luas LSD sebesar 

28.670,42 ha, sehingga cakupan perlindungan telah mencakup hampir seluruh 

lahan sawah baku. Meskipun demikian, pasca penetapan kepmen tersebut masih 

ditemukan berbagai isu implementasi, antara lain ketidaksesuaian dengan 

Rencana Tata Ruang (RTR), keberadaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang (KKPR) maupun hak atas tanah, serta adanya bangunan atau urukan pada 

lokasi yang telah ditetapkan sebagai LSD. Kondisi tersebut menunjukkan adanya 

potensi perubahan penggunaan lahan yang perlu diverifikasi melalui evaluasi 

kesesuaian antara Peta LSD dan kondisi penggunaan sawah aktual. 

Evaluasi terhadap kondisi tersebut dapat dilakukan karena data spasial 

LSD telah tersedia melalui layanan Satu Peta dalam bentuk layer Peta LSD 

dengan ketelitian minimal skala 1:50.000, sehingga delineasi LSD dapat diuji 

terhadap kondisi penggunaan sawah aktual pada tingkat kecamatan. Urgensi 

evaluasi semakin kuat karena Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2024 

Pasal 29 ayat (5) mewajibkan pemutakhiran Peta LSD paling sedikit satu kali 

dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Oleh karena itu, 

apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Peta LSD dan 

kondisi penggunaan sawah aktual, temuan tersebut dapat menjadi dasar 

verifikasi sekaligus masukan dalam proses pemutakhiran Peta LSD. Tanpa 

pemutakhiran, Peta LSD berpotensi tidak lagi merepresentasikan kondisi 
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lapangan secara akurat sehingga efektivitas pengendalian alih fungsi lahan 

sawah dan pengambilan keputusan berbasis spasial dapat menurun. 

Penataan ruang di Kabupaten Magelang mengalami perkembangan 

melalui penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan 

Mungkid dan Sekitarnya Tahun 2025–2045. Karena RDTR tersebut disusun 

setelah penetapan Peta LSD Tahun 2021, secara normatif arahan pemanfaatan 

ruang seharusnya telah mempertimbangkan keberadaan LSD sebagai salah satu 

acuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada dugaan 

ketidaksinkronan antara RDTR dan LSD, melainkan pada evaluasi kesesuaian 

Peta LSD terhadap kondisi penggunaan sawah aktual. Evaluasi tersebut penting 

mengingat dinamika perkembangan wilayah dapat menyebabkan perubahan 

penggunaan tanah setelah penetapan LSD, sehingga diperlukan evaluasi sebagai 

dasar pemutakhiran Peta LSD yang diwajibkan secara berkala. 

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, dalam praktiknya masih sering 

dijumpai ketidaksesuaian antara Peta LSD dengan kondisi aktual penggunaan 

tanahnya. Menurut Wardhani dkk. (2025), ketidaksesuaian LSD dengan RTRW 

maupun penggunaan tanah aktual dipengaruhi oleh tantangan implementasi 

seperti koordinasi lintas instansi, kepentingan ekonomi, dan lemahnya insentif 

pada tingkat tapak. Temuan Dewi & Wulansari (2024) juga menegaskan bahwa 

ketidakterpaduan Peta LSD dengan instrumen tata ruang dapat menimbulkan 

hambatan operasional perlindungan sawah, sementara Graha dkk. (2023) 

menunjukkan adanya gap antara delineasi perlindungan dan dokumen tata ruang 

pada wilayah yang berubah cepat. Implikasi legal-administratifnya turut 

ditunjukkan oleh Kusumawati & Widodo (2025) yang menyoroti bahwa 

ketidaksesuaian RTRW dengan peta perlindungan dapat melemahkan kepastian 

pemanfaatan ruang. Hal ini selaras dengan prinsip dalam Undang-undang (UU) 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menempatkan 

perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai satu 

rangkaian yang saling terkait. 

Kerangka tersebut menempatkan ketidaksesuaian antara Peta LSD dan 

kondisi sawah aktual tidak hanya sebagai persoalan teknis spasial. 
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Ketidaksesuaian ini berkaitan dengan percepatan perubahan pemanfaatan ruang 

akibat urbanisasi, investasi, dan pembangunan infrastruktur (Jatengprov, 2022). 

Ketika Peta LSD tidak lagi merepresentasikan kondisi lapangan secara akurat, 

efektivitas pengendalian alih fungsi sawah dapat menurun karena peta tersebut 

menjadi dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang, pemberian rekomendasi 

perubahan penggunaan tanah, serta penyusunan kebijakan perlindungan sawah. 

Akibatnya, perlindungan lahan dapat menjadi tidak tepat sasaran, yaitu sawah 

yang masih produktif berpotensi belum terlindungi, sedangkan lahan yang telah 

beralih fungsi masih tercantum sebagai LSD. Hal ini sejalan dengan Ramadhan 

& Murti (2024) yang menyatakan bahwa sawah yang secara aktual masih 

produktif dapat berada pada posisi rentan karena tidak terlindungi secara 

memadai, sementara wilayah yang telah terbangun berpotensi menimbulkan 

konflik administratif apabila tetap tercantum sebagai LSD. Oleh karena itu, 

analisis ketidaksesuaian perlu dipahami sebagai bagian dari hubungan sebab dan 

akibat antara kebijakan penataan ruang dan tekanan pembangunan, bukan 

semata sebagai ketidaktepatan pemetaan. 

Ketidaksesuaian LSD dinilai tidak berhenti pada persoalan spasial dan 

administratif, tetapi juga berpotensi memengaruhi ketahanan pangan, terutama 

pada dimensi stabilitas pasokan. Menurut Nainggolan (2008), stabilitas pasokan 

pangan perlu dijaga terutama pada periode tertentu ketika produksi menurun dan 

kebutuhan meningkat, sehingga diperlukan pengelolaan pasokan serta cadangan 

penyangga yang dapat dimobilisasi saat terjadi kelangkaan pasokan atau gejolak 

harga. Sejalan dengan itu, First dkk. (2023) menunjukkan bahwa penyusutan 

luas sawah akibat perubahan penggunaan lahan dapat mendorong proyeksi 

defisit beras pada periode tertentu, sedangkan Irawan & Friyatno (2002) telah 

menegaskan bahwa konversi sawah di Jawa berimplikasi pada kehilangan 

produksi beras dan kebutuhan pengendalian untuk menjaga kapasitas produksi.  

Pada daerah yang masih ditopang oleh basis produksi padi yang kuat, isu 

ini dinilai relevan untuk diuji pada skala kecamatan. Relevansi isu tersebut 

semakin menguat pada Kabupaten Magelang karena produksi padi masih 

menjadi penopang utama ketersediaan pangan daerah. Data Badan Pusat 
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Statistik Kabupaten Magelang (2025a) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 

luas panen padi mencapai 29.938,09 ha dengan total produksi sebesar 

151.779,30 ton Gabah Kering Giling (GKG). Kondisi tersebut menegaskan 

bahwa keberadaan lahan sawah masih diposisikan sebagai basis utama 

pemenuhan pangan daerah. 

Pada tingkat kecamatan, Kecamatan Mungkid dan Kecamatan 

Mertoyudan memiliki posisi penting dalam sebaran lahan sawah di Kabupaten 

Magelang. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang (2024), luas 

lahan sawah pada tahun 2023 tercatat sekitar 2.003 ha di Kecamatan Mungkid 

dan 1.033 ha di Kecamatan Mertoyudan. Di sisi lain, kedua kecamatan berada 

pada kawasan yang mengalami perkembangan pemanfaatan ruang cukup pesat. 

Mustanir (2015) menunjukkan bahwa pelebaran Jalan Mertoyudan pada tahun 

2010 mendorong perubahan penggunaan lahan dan pertambahan bangunan di 

sepanjang koridor Mertoyudan yang melintasi Kecamatan Mertoyudan hingga 

sebagian Kecamatan Mungkid. Kondisi tersebut menunjukkan adanya indikasi 

perubahan penggunaan lahan setelah penetapan Peta LSD Tahun 2021, sehingga 

perlu diverifikasi melalui evaluasi spasial. Oleh karena itu, Kecamatan Mungkid 

dan Kecamatan Mertoyudan dipandang strategis sebagai wilayah penelitian. 

Tekanan perubahan penggunaan lahan tersebut menjadi dasar pemilihan wilayah 

penelitian karena berpotensi menyebabkan perubahan kondisi sawah setelah 

penetapan Peta LSD Tahun 2021 yang perlu diverifikasi melalui evaluasi 

spasial. 

Indikasi tersebut diperkuat oleh berkembangnya kawasan terbangun di 

sepanjang koridor Mertoyudan serta adanya pembangunan infrastruktur strategis 

yang berpotensi mengubah penggunaan lahan setelah penetapan Peta LSD 

Tahun 2021. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memverifikasi 

apakah perubahan tersebut telah menimbulkan ketidaksesuaian antara Peta LSD 

dan kondisi penggunaan sawah aktual. 

Selain tekanan perkembangan koridor, Kabupaten Magelang juga 

menghadapi perubahan pemanfaatan ruang akibat pembangunan infrastruktur 

berskala besar. Salah satu proyek yang relevan adalah Jalan Tol Yogyakarta–
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Bawen, yang proses pengadaan tanahnya mencakup wilayah Kabupaten 

Magelang (Hidayat, 2024; Suyitno, 2026). Apabila proses pengadaan tanah 

tersebut mengenai lahan sawah yang termasuk dalam Peta LSD, perubahan 

penggunaan tanah hanya dapat dilakukan melalui mekanisme rekomendasi 

sesuai ketentuan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 12 ayat 

(2) dan ayat (6). Oleh karena itu, evaluasi terhadap kesesuaian antara Peta LSD 

dan kondisi penggunaan sawah aktual menjadi penting untuk memastikan bahwa 

instrumen perlindungan sawah tetap akurat serta mampu mendukung 

pengendalian alih fungsi lahan di tengah dinamika pembangunan. 

Tekanan perubahan pemanfaatan ruang di Kecamatan Mertoyudan dinilai 

lebih kuat seiring dengan berkembangnya kawasan perkotaan dan meningkatnya 

aktivitas pemanfaatan ruang di wilayah tersebut. Perubahan fisik ruang dan 

pergeseran sosial ekonomi di Koridor Mertoyudan semakin menguat sejak 

pelebaran jalan arteri nasional pada tahun 2010 (Anggraeni & Sunaryo, 2015). 

Temuan tersebut diperkuat oleh Mustanir (2015) yang bahwa pelebaran Jalan 

Mertoyudan meningkatkan perubahan penggunaan lahan dan pertambahan 

bangunan di sepanjang koridor, sehingga kawasan ini mengalami tekanan 

perkembangan yang berpotensi memengaruhi kesesuaian Peta LSD. 

Karakter tekanan perubahan pada koridor seperti Mertoyudan 

menunjukkan bahwa wilayah ini sedang bergerak menuju kondisi urban atau 

peri-urban. Mustanir (2015) menjelaskan bahwa wilayah peralihan semacam ini 

umumnya mengalami pertumbuhan lahan terbangun yang lebih cepat 

dibandingkan wilayah pedesaan murni, kondisi yang juga tercermin di 

Mertoyudan. Seiring dengan itu, pola ketidaksesuaian LSD tidak selalu muncul 

secara seragam antar kecamatan. Pada beberapa lokasi, ketidaksesuaian 

cenderung terkonsentrasi pada kantong-kantong perkembangan tertentu 

(Pamungkas & Sejati, 2024), sementara di lokasi lain penyebarannya lebih 

mengikuti dinamika perkembangan wilayah dan keberadaan pusat-pusat 

kegiatan. (Haldar dkk., 2024). Pola semacam ini menempatkan analisis spasial 

ketidaksesuaian sebagai bagian dari dinamika perkembangan wilayah yang 

sedang berlangsung, bukan sekadar persoalan ketepatan peta. 
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Penelitian ini menawarkan pendekatan evaluasi yang mengintegrasikan 

analisis kesesuaian Peta LSD terhadap penggunaan sawah aktual, pola spasial 

ketidaksesuaian, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta kapasitas daya 

dukung pangan. Pendekatan ini juga mendukung kebijakan pemutakhiran Peta 

LSD sesuai Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2024. 

Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Mertoyudan dipilih sebagai lokasi 

penelitian karena masih memiliki luas lahan sawah yang cukup besar, namun 

pada saat yang sama mengalami perkembangan wilayah yang relatif pesat akibat 

pertumbuhan kawasan perkotaan, koridor Jalan Magelang–Yogyakarta, dan 

pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut meningkatkan potensi perubahan 

penggunaan lahan setelah penetapan Peta LSD Tahun 2021 sehingga kedua 

kecamatan dinilai representatif sebagai lokasi untuk mengevaluasi kesesuaian 

antara Peta LSD dan penggunaan sawah aktual. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 

ketidaksesuaian Peta LSD terhadap penggunaan sawah aktual, pola spasialnya, 

faktor-faktor yang memengaruhi, serta kapasitas daya dukung pangan di 

Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Mertoyudan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa terdapat 

potensi kesenjangan antara penetapan LSD sebagai pengendalian alih fungsi 

sawah dengan kondisi penggunaan sawah aktual yang berlangsung secara aktual 

di lapangan. Kesenjangan tersebut berimplikasi pada upaya perlindungan lahan 

pangan dan ketahanan pangan wilayah. Oleh karena itu, untuk memfokuskan 

kajian serta memperjelas arah penelitian, peneliti merumuskan beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola sebaran ketidaksesuaian LSD dengan penggunaan sawah 

aktual di Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten 

Magelang? 

2. Bagaimana pengaruh ketidaksesuaian LSD terhadap RTRW, kepadatan 

penduduk, aksesibilitas, dan persentase luas permukiman terhadap 
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ketidaksesuaian LSD aktual di Kecamatan Mungkid dan Kecamatan 

Mertoyudan, Kabupaten Magelang? 

3. Bagaimana zonasi prioritas perlindungan lahan sawah berdasarkan hasil 

analisis daya dukung pangan pada wilayah yang mengalami ketidaksesuaian 

antara Peta LSD dan penggunaan sawah aktual di Kecamatan Mungkid dan 

Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi dan menganalisis pola sebaran ketidaksesuaian antara 

LSD dan penggunaan sawah aktual di Kecamatan Mungkid dan 

Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. 

b. Menganalisis pengaruh ketidaksesuaian LSD-RTRW, kepadatan 

penduduk, aksesibilitas, dan persentase permukiman terhadap tingkat 

ketidaksesuaian antara LSD dan penggunaan sawah aktual di Kecamatan 

Mungkid dan Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. 

c. Menyusun zonasi prioritas perlindungan lahan sawah berdasarkan hasil 

analisis daya dukung pangan pada wilayah yang mengalami 

ketidaksesuaian antara Peta LSD dan penggunaan sawah aktual. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Ilmiah dan Akademis 

1) Penelitian ini memberikan dasar evaluasi spasial melalui pemetaan 

sebaran dan analisis pola ketidaksesuaian antara LSD dan penggunaan 

sawah aktual pada skala kecamatan. 

2) Penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi ketidaksesuaian LSD dengan penggunaan sawah aktual 

melalui pengujian empiris variabel ketidaksesuaian terhadap RTRW, 

kepadatan penduduk, aksesibilitas, dan persentase permukiman. 



 

10 

 

3) Penelitian ini memperkaya kajian perlindungan lahan sawah melalui 

penyusunan zonasi prioritas perlindungan berdasarkan hasil analisis 

daya dukung pangan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

perlindungan lahan sawah melalui identifikasi lokasi dan pola sebaran 

ketidaksesuaian antara LSD dan penggunaan sawah aktual. 

2) Penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam pengendalian 

pemanfaatan ruang melalui identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap terjadinya ketidaksesuaian LSD, meliputi ketidaksesuaian 

terhadap RTRW, kepadatan penduduk, aksesibilitas, dan persentase 

permukiman. 

3) Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan 

instansi terkait dalam pemutakhiran Peta LSD, sinkronisasi kebijakan 

perlindungan lahan sawah dengan penataan ruang, serta penyusunan 

zonasi prioritas perlindungan lahan sawah berdasarkan hasil analisis 

daya dukung pangan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketidaksesuaian LSD dengan 

penggunaan sawah aktual di Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Mertoyudan, 

Kabupaten Magelang, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pola sebaran ketidaksesuaian LSD dengan penggunaan sawah aktual 

membentuk pola mengelompok (clustered). Hasil analisis Average Nearest 

Neighbor (ANN) menunjukkan nilai NN Ratio sebesar 0,538 dengan p-value 

0,000, yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian LSD terkonsentrasi pada 

lokasi tertentu dan berbeda secara nyata dari pola acak. Dominasi pola 

mengelompok menunjukkan bahwa ketidaksesuaian LSD terkonsentrasi pada 

lokasi tertentu dan tidak tersebar secara merata. Dengan demikian, hipotesis 

pertama diterima. 

2. Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW dan kepadatan penduduk berpengaruh 

signifikan terhadap ketidaksesuaian LSD aktual, sedangkan aksesibilitas dan 

persentase luas permukiman tidak berpengaruh signifikan secara parsial. 

Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel ketidaksesuaian LSD-RTRW, 

kepadatan penduduk, aksesibilitas, dan persentase luas permukiman secara 

simultan berpengaruh terhadap ketidaksesuaian LSD aktual. Nilai koefisien 

determinasi (R²) sebesar 0,545 menunjukkan bahwa model mampu 

menjelaskan 54,5% variasi ketidaksesuaian LSD aktual. Dengan demikian, 

hipotesis kedua diterima. 

3. Zonasi prioritas perlindungan lahan sawah yang disusun berdasarkan hasil 

analisis daya dukung pangan menghasilkan 11 desa/kelurahan dengan 

Prioritas Perlindungan Tinggi, 15 desa/kelurahan dengan Prioritas 

Perlindungan Sedang, dan 3 desa/kelurahan dengan Prioritas Perlindungan 

Rendah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kecamatan Mungkid dan 

Kecamatan Mertoyudan masih berada pada kondisi surplus pangan, dengan 

kapasitas daya dukung pangan sebesar 260.916 jiwa, lebih besar 
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dibandingkan jumlah penduduk sebesar 189.355 jiwa, sehingga diperoleh 

surplus sebesar 71.561 jiwa. Zonasi yang terbentuk menunjukkan bahwa 

wilayah dengan kapasitas daya dukung pangan yang lebih rendah cenderung 

termasuk dalam kategori prioritas perlindungan yang lebih tinggi, sedangkan 

wilayah dengan kapasitas daya dukung pangan yang lebih tinggi cenderung 

termasuk dalam kategori prioritas perlindungan yang lebih rendah. Dengan 

demikian, hipotesis ketiga diterima. 

Secara umum, ketidaksesuaian LSD pada wilayah penelitian dipengaruhi 

oleh faktor tata ruang dan kepadatan penduduk, membentuk pola mengelompok, 

serta berpotensi memengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan apabila tidak 

diimbangi dengan upaya perlindungan lahan sawah yang efektif. Oleh karena 

itu, sinkronisasi kebijakan tata ruang dan perlindungan lahan sawah menjadi 

aspek penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi lahan pertanian dan 

ketahanan pangan wilayah. 

B. Saran/Rekomendasi 

1. Pemerintah Kabupaten Magelang bersama Kantor Pertanahan Kabupaten 

Magelang perlu melakukan evaluasi spasial terhadap lokasi yang mengalami 

ketidaksesuaian antara Peta LSD dan RTRW melalui verifikasi lapangan. 

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam 

peninjauan kembali RTRW maupun penyusunan usulan pemutakhiran Peta 

LSD sesuai ketentuan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2024. 

2. Perlindungan lahan sawah perlu diprioritaskan pada desa dan kelurahan yang 

termasuk kategori Prioritas Perlindungan Tinggi untuk menjaga kapasitas 

produksi pangan dan ketahanan pangan wilayah. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain yang 

berpotensi memengaruhi ketidaksesuaian LSD, seperti nilai ekonomi lahan, 

harga tanah, dan aktivitas ekonomi wilayah, sehingga faktor-faktor yang 

memengaruhi perubahan penggunaan lahan dapat dianalisis secara lebih 

komprehensif. 
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